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Abstract. Taxpayer compliance is still a phenomenon that often occurs in various 

regions, one of which occurs in Sumedang Regency. This is indicated by the large 

number of vehicles that have not re-registered and are in arrears for motor vehicle tax 

(PKB). People are still reluctant to pay taxes because they feel that paying taxes is a 

burden for themselves, and the quality of services provided is still not optimal, 

making taxpayers have a bad experience when carrying out their tax obligations. 

Therefore, taxpayer awareness and service quality are important factors that are 

expected to encourage motor vehicle taxpayer compliance. Therefore, this study aims 

to analyze the effect of taxpayer awareness and service quality on motor vehicle 

taxpayer compliance. The research was conducted using descriptive and verification 

methods with a quantitative approach. The population used in this study is taxpayers 

on motorized vehicle ownership registered in Samsat, Sumedang Regency. The 

sample obtained was 87 respondents who were taken using the non-probability 

sampling method with incidental sampling techniques and data collection techniques 

using questionnaires. Hypothesis testing in this study using multiple regression 

analysis method. The results showed that taxpayer awareness had a positive and 

significant effect on motor vehicle taxpayer compliance, and service quality had a 

positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance. 

Keywords: Taxpayer Awareness, Service Quality, Motor Vehicle Taxpayer 

Complian. 

Abstrak. Kepatuhan wajib pajak masih menjadi fenomena yang sering terjadi di 

berbagai daerah, dimana salah satunya terjadi di Kabupaten Sumedang. Hal itu 

ditunjukkan dengan masih banyaknya jumlah kendaraan yang belum melakukan 

daftar ulang sekaligus menunggak pajak kendaraan bermotor (PKB). Masyarakat 

masih enggan membayar pajak karena mereka merasa bahwa membayar pajak 

menjadi suatu beban bagi dirinya, serta masih belum optimalnya kualitas pelayanan 

yang diberikan membuat wajib pajak memperoleh pengalaman yang buruk saat 

melakukan kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu, kesadaran wajib pajak dan 

kualitas pelayanan merupakan faktor penting yang diharapkan dapat mendorong 

tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Untuk itu, penelitian ini memiliki 

tujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan kulitas pelayanan 

terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian dilakukan dengan 

menggunakan metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak atas kepemilikan 

kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Kabupaten Sumedang. Sampel yang 

diperoleh sebanyak 87 responden yang diambil dengan menggunakan metode 

nonprobability sampling dengan teknik insidental sampling dan teknik pengambilan 

data yaitu menggunakan kuesioner. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini 

menggunakan metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak kendaraan bermotor, dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kepatuhan Wajib 

Pajak Kendaraan Bermotor.  
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A. Pendahuluan 

Indonesia termasuk ke dalam negara berkembang yang ditandai dengan adanya kemajuan 

pembangunan di segala bidang. Adanya pembangunan nasional yang dilakukan dengan terus 

menerus akan mendorong pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara. Sumber 

pendapatan negara salah satunya dihasilkan dari penerimaan pajak dan ini menjadi sumber yang 

memiliki umur tidak terbatas karena mengingat penduduk di Indonesia setiap tahunnya 

mengalami peningkatan (Putra & Merkusiwati, 2018).  

Pajak terbagi ke dalam dua kelompok yaitu pajak pusat dan pajak daerah (Tresnalyani 

& Jati, 2018). Pajak daerah merupakan pajak yang menjadi salah satu sumber dalam Pendapatan 

Asli Daerah (PAD). Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 2 ayat (1) tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat lima jenis pajak provinsi yang menjadi komponen 

dari pajak daerah yaitu Pajak Rokok, Pajak Air Permukan, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Satu-satunya 

pajak daerah yang menjadi sumber dana untuk pembangunan daerah provinsi yaitu Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB) yang dikelola oleh kantor Sistem Administrasi Manunggal di 

bawah Satu Atap (SAMSAT) yang ada dalam naungan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) 

(Dewi & Jati, 2018). 

Penerimaan pajak akan meningkatkan pendapatan asli daerah sejalan dengan adanya 

perkembangan pertumbuhan kendaraan setiap tahunnya. Penerimaan pajak memiliki hubungan 

yang berbanding lurus dengan kepatuhan wajib pajak karena apabila wajib pajak melaksanakan 

kewajiban dalam membayar pajak maka akan sebanding dengan hasil penerimaan pajak yang 

akan juga meningkat. Begitu pun sebaliknya, jika kepatuhan wajib pajak untuk membayar masih 

rendah maka akan berdampak pada rendahnya penerimaan pajak  (Wardhani & Rumiyatun, 

2017).  

Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah ditunjukkan oleh keadaan dimana 

masing banyaknya jumlah kendaraan yang belum melakukan daftar ulang kendaraan sekaligus 

menunggak pajak kendaraan bermotor (PKB). Pada tahun 2019, di Kabupaten Sumedang 

tercatat bahwa ada 30,9% atau setara dengan 97.976 unit dari potensi kendaraan hingga 317.077 

unit tidak mendaftarkan ulang kendaraanya. Keadaan tersebut disebabkan oleh tingkat belum 

sadar pajak yang masih begitu tinggi di masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak 

(Pemerintah Kabupaten Sumedang, 2019). Begitu pun pada tahun 2021, terdapat 82.000 unit 

kendaraan masuk dalam kategori Kendaraan Tidak Melakukan Daftra Ulang (KTMDU) dari 

data yang aktif sebanyak 312.000 unit kendaraan. Dalam jumlah yang cukup tinggi tersebut 90% 

didominasi oleh kendaraan roda dua dan 10% merupakan kendaraan roda empat (Sandi, 2021). 

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, tingkat kepatuhan yang rendah 

berhubungan dengan rendahnya tingkat kesadaran yang dimiliki wajib pajak. Hal itu 

ditunjukkan dengan adanya presepsi yang buruk terhadap pajak di masyarakat. Banyak 

masyarakat yang masih menganggap dan juga merasakan bahwa pajak terkesan menjadi sebuah 

beban yang harus dikeluarkan oleh mereka. Padahal, pajak memiliki berbagai macam manfaat 

bagi kepentingan bersama serta pajak memiliki berbagai kepemihakan terhadap masyarakat 

khususnya bagi masyarakat tidak mampu (Ulya, 2021). Selain itu, rendahnya tingkat kepatuhan 

masyarakat dalam membayar pajak juga memiliki keterkaitan dengan kulitas pelayanan yang 

diberikan oleh petugas pajak. Dilansir dalam google review mengenai SAMSAT Sumedang, 

terdapat keluhan masyarakat mengenai pelayanan di SAMSAT Kabupaten Sumedang. Dian 

Anita salah satu wajib pajak kendaraan bermotor memperoleh pengalaman buruk dari pelayanan 

yang diberikan seperti teknis pelayanan yang cukup ruwet, waktu pelayanan yang lama, serta 

kurangnya ketelitian dari petugas pelayanan (Anita, 2021). 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka permasalahan yang 

dapat dirumuskan adalah sebagai berikut : 

1. Seberapa besar pengaruh kesadaran wajib terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan 

bermotor ? 

2. Seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan 

bermotor ? 

Berdasarkan permasalah yang telah diuraikan maka tujuan dari penelitian ini diuraikan 
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dalam pokok-pokok sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan 

wajib pajak kendaraan bermotor. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib 

pajak kendaraan bermotor. 

B. Metodologi Penelitian 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu metode deskriptif dan verifikatif dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah sumber 

data primer, dimana data diperoleh langsung dari sumber dengan teknik pengumpulan data yaitu  

menggunakan kuesioner. Populasi yang ditetapkan adalah wajib pajak atas kepemilikan 

kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Kabupaten Sumedang. Sampel yang diperoleh 

dalam penelitian ini sebanyak 87 responden yang diambil menggunakan metode nonprobability 

sampling dengan teknik insidental sampling. 

Kesadaran Wajib Pajak 

Kesadaran wajib pajak adalah suatu sikap wajib pajak yang memiliki kemampuan dalam 

mengerti dan memahami perihal pajak seperti arti, fungsi, maupun tujuan dalam membayar 

pajak serta melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya dengan kemauan hati nuraninya 

sendiri tanpa ada hal yang disembunyikan (Rahayu, 2020; Khuzaimah & Hermawan, 2018; 

Nasution (As’ari, 2018); Muliari (Susilawati & Budiartha, 2013)). 

 Berdasarkan faktor untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak menurut Rahayu (2020) 

dan dimensi menurut Muliari (Yadinta, dkk., (2018)), maka penulis menentukan dimensi dan 

indikator kesadaran wajib pajak sebagai berikut : 

3. Tingkat pengetahuan wajib pajak, yaitu pengetahuan dan pemahaman dari hasil proses 

wajib pajak memperoleh informasi mengenai ketentuan ataupun aturan perpajakan baik 

dari pendidikan formal maupun non-formal.  

4. Presepsi wajib pajak, yaitu keadaan dimana wajib pajak dapat menyimpulkan tindakan 

maupun informasi yang diperoleh mengenai perpajakan. Hal ini dapat ditunjukkan 

dengan adanya pada presepsi yang baik atas kewajiban perpajakan. Seorang wajib pajak 

memperoleh motivasi dan memiliki tanggapan bahwa pajak menjadi kewajiban yang 

memang harus ditaati dan bukan sesuatu hal yang memberatkan wajib pajak. 

5. Sosialisasi perpajakan, yaitu usaha yang dilakukan untuk memberi dasar pemahaman 

pajak kepada wajib pajak. Hal ini dapat tercermin dari : 

(1) Wajib pajak memperoleh informasi terbuka dari DJP/SAMSAT mengenai 

perpajakan secara online.  

(2) Wajib pajak memperoleh informasi terbuka dari DJP/SAMSAT mengenai 

perpajakan secara offline. 

Kualitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan adalah suatu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat 

atau wajib pajak dalam upaya memenuhi kebutuhan pelaksanaan perpajakan dengan mematuhi 

standar pelayanan guna menunjang kepuasan dari wajib pajak (Rahayu, 2020; Rukmana (Barus, 

2016); Kotler (Nurlaela, 2017)). 

Berdasarkan dimensi yang di ungkapkan oleh Albari (Yadinta, dkk., 2018) dan Kotler 

(Nurlaela, 2017) maka dalam penelitian ini, sebuah kualitas pelayanan dapat terukur dari 

dimensi dan indikator sebagai berikut : 

1. Keandalan (reliability), yaitu suatu keadaan dimana petugas mampu memberi pelayanan 

dengan tepat dan terpercaya sesuai yang dijanjikan. Hal ini ditunjukkan oleh : 

(1) Teknis pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak.  

(2) Petugas pelayanan memiliki profesionalitas.  

2. Jaminan (assurance), yaitu petugas memiliki pengetahuan dan sopan santun dalam 

melayani serta organisasi maupun petugas mampu menimbulkan kepercayaan dan 

keyakinan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan oleh : 

(1) Petugas memiliki kompeten dalam memberikan pelayanan.  

(2) Wajib pajak diperlakukan dengan sopan oleh petugas pelayanan. 
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(3) Petugas memberi jaminan bahwa kerahasiaan data wajib pajak dapat dijaga. 

3. Empati (empathy), yaitu adanya rasa peduli atau perhatian serta keramahan yang 

diberikan oleh petugas kepada wajib pajak. Hal ini ditunjukkan oleh : 

(1) Wajib pajak dilayani dengan ramah oleh petugas pelayanan. 

(2) Adanya rasa peduli dari petugas pajak dalam melayani wajib pajak. 

4. Responsif (responsiveness), yaitu adanya kemauan dari petugas untuk membantu dan 

memberikan pelayanan dengan cepat pada wajib pajak. Hal ini tercermin pada : 

(1) Petugas memberi kebutuhan informasi baik mengenai pajak maupun prosedur 

pelayanan. 

(2) Petugas menerima keluhan dan masukan dari wajib pajak. 

(3) Petugas memberikan tanggapan mengenai keluhan maupun masukan dengan 

cepat dan pasti. 

5. Berwujud (tangible), yaitu suatu keadaan penampilan fisik, peralatan, personil, serta 

media komunikasi yang disediakan untuk membantu wajib pajak. Hal ini ditunjukkan 

oleh : 

(1) Penampilan petugas pelayanan.  

(2) Keadaan fasilitas fisik.  

(3) Letak lokasi kantor SAMSAT.  

(4) Tempat pembayaran pajak.  

(5) Media komunikasi.  

Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak memiliki kesadaran mengenai hak 

dan melakukan pemenuhan seluruh kewajiban perpajakan dengan taat sesuai dengan aturan dan 

undang-undang perpajakan yang berlaku (Rahayu, 2020:189; Nurmatu, 2005:148; Zain, 

2008:30; Haning, dkk., 2020:349; Simanjuntak & Mukhlis, 2012:84; Farouq, 2018:3). 

Dalam penelitian ini, kepatuhaan wajib pajak khususnya untuk pajak kendaraan 

bermotor dapat terukur dari jenis-jenis kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2020) dan 

Nurmatu (2005) dengan indikator sebagai berikut : 

1. Kepatuhan Formal, yaitu kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal yang 

mencakup : 

(1) Wajib pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh dan memiliki Surat Tanda 

Nomor Kendaraan (STNK) serta surat ketetapan kewajiban pembayaran 

PKB/BBNKB, SWDKLLJ dan PNBP. 

(2) Wajib pajak tepat waktu dalam melakukan daftar ulang kendaraan bermotor. 

(3) Wajib pajak tepat waktu dalam melakukan penyetoran pajak yang terutang 

sesuai dengan waktu yang ditentukan. 

2. Kepatuhan Material, yaitu kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal 

yang ditunjukkan oleh kesesuaian wajib pajak dalam melakukan pembayaran dengan 

jumlah pembayaran yang benar dan jujur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengukur pengaruh serta mengetahui arah 

antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil dari 

pengolahan data untuk analisis regresi berganda mengenai variabel kesadaran wajib pajak, 

kualitas pelayanan, dan kepatuhan wajib pajak. 
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Tabel 1. Hasil Uji Regresi Berganda 

 
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 23, 2022 

Berdasarkan hasil yang disajikan dalam tabel di atas, maka dapat diperoleh persamaan 

regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

KWPKB = 0,292 + 0,414KWP + 0,180KP + e 

Keterangan : 

KWPKB = Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor 

KWP = Kesadaran wajib pajak 

KP = Kualitas pelayanan 

e  = Error 

Model persamaan regresi yang diperoleh tersebut dapat diinterpretasikan sebagai 

berikut : 

1. Konstanta sebesar 0,292 menunjukkan bahwa apabila variabel bebas yaitu kesadaran 

wajib pajak (KWP) dan kualitas pelayanan (KP) dianggap konstan (tetap), maka 

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (KWPKB) akan memiliki nilai sebesar 0,292. 

2. Koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak (KWP) sebesar 0,414. Hal itu 

menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu pada variabel kesadaran wajib pajak (KWP) 

akan memberikan kenaikan nilai untuk kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor 

(KWPKB) sebesar 0,414. 

3. Koefisien regresi variabel kualitas pelayanan (KP) sebesar 0,180. Hal itu menunjukkan 

bahwa setiap kenaikan satu pada variabel kualitas pelayanan (KP) akan memberikan 

kenaikan nilai untuk kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (KWPKB) sebesar 

0,180. 

Hasil Uji Simultan (Uji F) 

Berikut adalah hasil dari pengolahan data untuk uji F mengenai variabel kesadaran wajib pajak, 

kualitas pelayanan, dan kepatuhan wajib pajak. 

Tabel 2. Hasil Uji Simultan (Uji F) 

 
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 23, 2022 

Berdasarkan hasil uji simultan yang tersaji dalam tabel hasil uji simultan (uji F) terlihat 

bahwa hasil nilai sig sebesar 0,000. Hal itu menunjukkan nilai sig lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 

0,05). Artinya, dapat dikatakan bahwa secara simultan atau bersama-sama semua variabel 

independen dalam penelitian ini yaitu Kesadaran Wajib Pajak (X1) dan Kualitas Pelayanan (X2) 

memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y). 
Hasil Uji Parsial (Uji t) 

Berikut adalah hasil dari pengolahan data untuk uji t mengenai variabel kesadaran wajib 

pajak, kualitas pelayanan, dan kepatuhan wajib pajak yang disajikan dalam tabel berikut ini: 
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Tabel 3. Hasil Uji Parsial (Uji t) 

 
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 23, 2022 

Berdasarkan hasil uji t yang tersaji dalam tabel hasil uji parsial (uji t) terlihat bahwa 

tingkat nilai signifikansi untuk kedua variabel indenpenden yaitu kesadaran wajib pajak dan 

kualitas pelayanan masing-masing sebesar 0,000. Hal itu menunjukkan nilai sig kedua variabel 

lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05). Artinya, dapat dikatakan bahwa secara individual kesadaran 

wajib pajak (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Serupa dengan 

hal itu, kualitas pelayanan (X2) pun berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak.  

Koefesien Determinasi 

Pengujian koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana model dapat 

menjelaskan variasi variabel independen. Koefisien determinasi ini menunjukkan besar 

pengaruh antara variabel tertentu dan variabel lain. Berikut adalah hasil dari pengolahan data 

untuk koefisien determinasi mengenai variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan 

kepatuhan wajib pajak. 

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 23, 2022 

Berdasarkan pada tabel hasil uji koefisien determinasi, dapat terlihat bahwa nilai 

koefisien determinasi atau R Square sebesar 0,513 atau setara dengan 51,3%. Artinya, dapat 

dikatakan bahwa pengaruh variabel kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan secara 

simultan atau bersama-sama sebesar 51,3% terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dan sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Kemudian, untuk melihat besarnya pengaruh dari tiap variabel bebas secara individu 

(parsial) terhadap variabel terikat dapat dilakukan melalui perhitungan dari tabel berikut ini : 

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi Parsial 

 
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 23, 2022 

Berdasarkan tabel di atas mengenai hasil uji koefisien determinasi, besarnya pengaruh 

untuk masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dapat diketahui dengan 

perhitungan sebagai berikut: 
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1. Kesadaran Wajib Pajak    = Beta x zero order x 100% 
 = 0,379 x 0,634 x 100% 

= 24,0286% 

2. Kualitas Pelayanan   = Beta x zero order x 100% 
 = 0,420 x 0,650 x 100% 

 = 27,3% 

Dari hasil perhitungan koefisien determinasi sebelumnya untuk masing-masing variabel 

maka dapat diketahui bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X1) memiliki pengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 24,0286% dan untuk variabel kualitas 

pelayanan (X2) memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bermotor sebesar 27,3%. 

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan 

Bermotor 

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) yang telah dilakukan sebelumnya, dapat diketahui bahwa 

nilai signifikansi untuk variabel kesadaran wajib pajak adalah 0,000. Nilai tersebut lebih kecil 

dari tingkat signifikansi 0,05. Hal itu menunjukkan bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak 

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Serta hasil 

perhitungan koefisien determinasi secara parsial untuk kesadaran wajib pajak sebesar 24,0286%  

yang menunjukkan bahwa secara parsial besarnya pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah 24,0286%. Selain itu, informasi lainnya dari 

hasil penelitian ini yaitu nilai koefisien regresi (β) untuk kesadaran wajib pajak adalah 0,414 

dan bernilai positif. Artinya, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 

Hasil penelitian ini bermakna bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka 

akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak yang 

memiliki kesadaran bahwa kewajiban untuk membayar pajak bukan menjadi suatu beban 

melainkan sebagai hal yang penting dalam berkontribusi terhadap negara dengan tujuan untuk 

keberlangsungan negara, serta memiliki rasa keinginan untuk mematuhinya, maka akan 

mendorong tingkat wajib pajak yang patuh dan ini akan ditandai dengan semakin banyak wajib 

pajak yang membayar pajak. 

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) yang telah dilakukan sebelumnya, dapat diketahui bahwa 

nilai signifikansi untuk variabel kualitas pelayanan adalah 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari 

tingkat signifikansi 0,05. Hal itu menunjukkan bahwa secara parsial kualitas pelayanan 

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Serta hasil 

perhitungan koefisien determinasi secara parsial untuk kualitas pelayanan  sebesar 27,3% yang 

menunjukkan bahwa secara parsial besarnya pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan 

wajib pajak kendaraan bermotor adalah 27,3%. Selain itu, informasi lainnya dari hasil penelitian 

ini yaitu nilai koefisien regresi (β) untuk kualitas pelayanan adalah 0,180 dan bernilai positif. 

Artinya, kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

kendaraan bermotor. 

Hasil penelitian ini bermakna bahwa semakin tinggi tingkat kualitas pelayanan yang 

diberikan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sebuah 

pelayanan yang berkualitas akan membuat wajib pajak patuh untuk membayar pajak. Hal itu 

karena pelayanan yang berkualitas akan memunculkan rasa puas bagi wajib pajak dan itu 

memiliki keterkaitan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena jika wajib pajak 

merasa puas atas pelayanan yang diberikan maka wajib pajak akan patuh dalam melakukan 

pembayaran pajak kendaraan bermotor. 

D. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak dan 

kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Sumedang, maka peneliti 

dapat membuat kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

kendaraan bermotor dengan besarnya pengaruh sebesar 24,0286% . Artinya, semakin 
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tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, maka 

akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 

2. Kualitas Pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

kendaraan bermotor dengan besarnya pengaruh sebesar 27,3%. Artinya, semakin tinggi 

tingkat kualitas pelayanan yang diberikan dalam menunjang pelaksanaan kewajiban 

perpajakan, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan 

bermotor. 
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